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ABSTRAK
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah efektivitas kerja pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh prinsip prosedur kerja yang belum dilaksanakan oleh pemimpin secara maksimal. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu  metode penelitian yang menggambarkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta dan data yang sedang berlangsung pada saat penelitian. Variabel penelitian yaitu menjelaskan batasan atau definisi dan alat analisisnya yang dikaji dalam penelitian secara terperinci yang terdiri dari variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat.
Secara simultan prosedur kerja telah memberikan pengaruh sangat besar terhadap efektivitas kerja pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung yaitu 87,3%. Hal ini mengandung makna bahwa prosedur kerja berkaitan dengan standar operasional prosedur pencairan keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung sangat dominan dan menentukan terhadap efektivitas kerja. Hasil temuan penelitian menemukan juga bahwa variabel kinerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh variabel prosedur kerja semata, tetapi ada faktor atau variabel lain yang juga ikut mempengaruhi terhadap kinerja pegawai tersebut sebesar 12,7%. 
Secara  parsial  prosedur  kerja  diukur  melalui  prinsip  memperhatikan segi-segi,tujuan, fasilitas, peralatan, material yang tersedia (X1), mempersiapkan penjelasan tujuan pokok organisasi (X2), menentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat (X3), membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan (X4), menetapkan urutan tahap demi tahap (X5), setiap tahap harus merupakan kerja yang nyata (X6) menetapkan kecakapan dan keterampilan pegawai (X7), harus disusun secara tepat (X8), menggunakan simbol dan skema atau bagan yang tepat (X9) dan perlu dipakai buku pedoman (X10) telah mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. Hal tersebut mengandung makna bahwa semua prinsip dari prosedur kerja berkaitan dengan standar operasional prosedur pencairan keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung sangat dominan dan menentukan terhadap efektivitas kerja. Adapun prinsip dari prosedur kerja yang besar pengaruhnya paling besar adalah adalah prinsip  membuat daftar secara rinci/detail tentang pekerjaan sebesar 37,6%, sedangkan yang paling kecil adalah prinsip menetapkan urutan tahap demi tahap sebesar 1,9%. 

ABSTRACT
The underlying question in this research is the effectiveness of the staff of the Regional Development Planning Agency Bandung low. This is caused by the principle of working procedures have not been implemented by the leader to the fullest. 
The method used is descriptive analysis of the method of research that describes the events or events based on facts and data that is ongoing at the time of the study. Variable research that defines the boundaries or definition and analysis tools that were examined in the study in detail consisting of the independent variable is the variable that affects or is the cause of the change or the emergence of the dependent variable.
Simultaneously working procedure has a huge influence on the effectiveness of the work of employees within the Regional Development Planning Agency Bandung is 87.3%. This implies that the working procedures relating to the standard operating procedures of financial disbursements in Regional Development Planning Agency Bandung are dominant and determine the effectiveness of the work. Results friend study found also that the variable performance of employees in Regional Development Planning Agency Bandung is not only influenced by variable working procedure only, but there are factors or other variables that also affect the performance of these employees amounted to 12.7%.







Pembangunan nasional merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan suatu daerah. Di Indonesia pembangunan daerah ini sangat penting, karena pada dasarnya pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk pemerataan pembangunan yang hasilnya dirasakan keseluruh pelosok tanah air. Pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pem​bangunan nasional perlu pemahaman yang menyeluruh, artinya dengan melihat potensi dari setiap daerah yang berbeda. Untuk menghindari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, maka Peme​rintah Pusat harus memberikan perhatian secara intensif kepada Pemerintah Daerah, seperti menumbuhkan inisiatif daerah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan itu.
Arah pembangunan daerah pada intinya adanya keselarasan antara pembangunan daerah dan pembangunan sektoral, mengusahakan keserasian laju pertumbuhan antar daerah, prakarsa dan partisipasi masyarakat serta peningkatan pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah, kerjasama antar daerah, pembangunan perdesaan dan pembangunan perkotaan. Salah satu segi penting agar proses pembangunan yang membawa perubahan itu terselenggara secara dinamis, maka pembangunan yang terencana akan dilakukan. Dengan perencanaan pembangunan maka akan termuat keinginan dan usaha yang secara sadar untuk menumbuhkan dan mengarahkan proses perkembangan dari perubahan tersebut secara menyeluruh
Konteks perubahan, maka perencanaan pem​bangunan memuat keinginan dan usaha sadar untuk menumbuh​kan dan mengarahkan proses perkembangan dari perubahan sosial. Untuk mencapai tujuan perkembangan masyarakat perlu diserasikan perkembangan antara berbagai bidang kehidupan masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan di daerah pada dasarnya berpedoman kepada komponen perencanaan pemba​ngunan daerah. Dalam penyusunan perencanaan tersebut dilakukan upaya ke arah pembinaan perencanaan dari bawah ke atas dan sebaliknya dari atas ke bawah melalui tahap penyusunan di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten atau kotamadya, provinsi, regional sampai nasional, dan sebaliknya dari pusat sampai ke perdesaan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan ma​syarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat se​tempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberikannya otonomi kepada daerah memungkinkan daerah itu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk mening​katkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah itu sendiri.
Pelaksanaan pembangunan di daerahnya, Kepala Daerah di​bantu oleh salah satu institusi, yaitu Badan Perencanaan Pemba​ngunan Daerah (Bappeda) dan institusi ini bertugas untuk menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penilaian atas pelaksanaannya serta mengusahakan keter​paduan antara perencanaan nasional dan daerah. Tujuan dibentuknya Bappeda sebagai organisasi perencanaan pembangunan daerah  untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang berjangka waktu tahunan, lima tahunan dan jangka panjang. Selain itu dengan adanya Bappeda, maka kegiatan perencanaan pembangunan daerah akan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Perumusan usulan program dan proyek terpadu melalui mekanisme perencanaan dari bawah ditempuh melalui forum koordinasi pada semua tingkat pemerintahan : (1) desa atau kelurahan melalui musyawarah pembangunan (Musbang); (2) kecamatan melalui temu karya pembangunan; (3) kabupaten atau kota melalui rapat koordinasi pembangunan daerah kabupaten/kota; (4) Provinsi melalui rapat koordinasi pembangunan wilayah; dan (5) tingkat nasional melalui konsultasi nasional pembangunan.
Sumber anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bandung berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 adalah APBN dan APBD, sehingga tatacara untuk melakukan pembayaran atau pencairan keuangan atas pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan yang mengatur pencairan alokasi dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Dalam hal ini dikenal Surat Perintah Membayar (SPM), yaitu dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditujukan untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang diperlukan. 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung bertugas untuk menentukan kebijakan perencana​an pembangunan daerah, tidak terlepas dengan pelaksanaan prosedur kerja yang harus dilakukan oleh aparaturnya secara efektif dan efesien, khususnya berkaitan dengan mekanisme atau prosedur pencairan keuangan yang harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada dan berlaku untuk semua bidang atau seksi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, dan Badan Prencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung merupakan bagian dari satu kesatuan yang bulat dan utuh dari Pemerintahan Daerah Kota Bandung. Gerak langkah yang dilakukan akan senantiasa berpijak atau berpedoman pada SOP yang telah digariskan dan ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Bandung, dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip aturan yang berlaku.  
Begitu juga dengan Badan Prencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung dalam mengemban tugasnya atau menjalankan proses kegiatan tentunya memiliki prosedur kerja yang berfungsi diantaranya mengatur juga tentang mekanisme pencairan keuangan yang sesuai dengan SOP nya dengan tujuan untuk mengatur dan mengarahkan proses kerja tersebut. Prosedur kerja merupakan faktor yang penting untuk mencapai tujuan organisasi, peningkatan keterampilan kerja dari suatu unit kerja tidak hanya tergantung pada faktor efektivitas kerja pegawai saja melainkan bergantung dari bagaimana melaksanakan prosedur kerja itu dilaksanakan oleh pegawainya dengan baik dengan memperhatikan mekanisme kerja yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur. 
Sebagaimana dijelaskan oleh Sedarmayanti (1996:85) bahwa “Prosedur kerja adalah merupakan rangkaian dari tata kerja yang berkaitan satu sama lainnya, sehingga menunjukan tahap demi tahap pekerjaan atau tugas”. Pelaksanaan prosedur kerja ini berpengaruh terhadap kondisi kerja pegawai kalau tidak memperhatikan mekanismenya dengan baik, karena dengan adanya prosedur kerja dapat mempermudah bagi para pegawai untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan terhadap peningkatan kerja pegawai, khusunya berkaitan dengan pencairan keuangan dengan efektif.
Pola pikir perencana kadangkala merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefektifan pelaksanaan tugas berkaitan dengan pencairan keuangan. Kondisi seperti ini merupakan kenyataan yang perlu disikapi, sehingga adanya perbedaan pola pikir tersebut dapat dijembatani atau dipadukan untuk menciptakan kualitas perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut cukup tinggi, sementara efektivitas kerja pegawainya berkaitan dengan mekanisme pencairan keuangan untuk masing-masing bagian dan seksi belum menunjukkan hasil atau kurang optimal.
Alasan pemilihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung sebagai obyek penelitian didasarkan kepada bahwa letak Kota Bandung sangat strategis, dimana wilayahnya merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Dan posisi tersebut menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang memerlukan penanganan dan penataan yang lebih baik di berbagai bidang, baik ekonomi, politik, sosial budaya maupun teknologi. Disamping itu adanya suatu masalah berkaitan dengan efektivitas kerja pegawainya masih rendah dan badan ini dapat di kaji sesuai dengan disiplin ilmu administrasi publik.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang peneliti lakukan pada Bappeda Kota Bandung, ternyata ditemukan efektivitas kerja pegawai berkaitan dengan pencaiaran keuangan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator efektivitas kerja pegawai sebagai berikut :
1.	Kualitas kerja pegawai rendah yang menyebabkan hasil kerja tidak sesuai dengan harapan organisasi. Contoh : di Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas pokok penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan badan, penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung badan, pembuatan surat pencairan dana serta penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sering terjadi kesalahan. Kondisi seperti ini akibat dari kurang memperhatikan Standar Oprasional Prosedur (SOP) dengan baik terutama berkaitan dengan penerbitan surat perintah membayar.
2.	Penggunaan waktu kerja pegawai kurang tepat berakibat kepada hasil kerja tidak sesuai dengan tuntutan dan harapan organisasi. Contoh : di Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan proses pencairan anggaran Belanja khususnya yang menggunakan mekanisme add cost seringkali terjadi keterlambatan yang disebabkan karena tidak tepatnya waktu penyelesaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang berdampak pula pada terhambatnya kegiatan yang sudah direncanakan.
          
2. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan problem statement (pernyataan masalah)-nya adalah efektivitas kerja pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung belum efektif yang diduga disebabkan oleh prosedur kerja yang belum dilaksanakan secara optimal. Dari pernyataan masalah tersebut peneliti dapat mengidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut : 
1.	Berapa besar pengaruh secara simulan prosedur kerja terhadap efektivitas kerja pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung?
2.	Berapa besar pengaruh secara parsial prosedur kerja diukur dengan memperhatikan segi-segi tujuan, fasilitas, peralatan, material yang tersedia; mempersiapkan penjelasan tujuan pokok organisasi; menentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat; membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan; menetapkan urutan tahap demi tahap; setiap tahap harus merupakan kerja yang nyata; menetapkan kecakapan dan keterampilan pegawai; harus disusun secara tepat; menggunakan simbol dan skema atau bagan yang tepat dan perlu dipakai buku pedoman terhadap efektivitas kerja pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung?

3. TUJUAN PENELITIAN
1.	Menganalisis secara simultan besarnya pengaruh prosedur kerja terhadap efektivitas kerja pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
2.	Menganaalisis secara parsial besarnya pengaruh  prosedur kerja diukur dengan memperhatikan segi-segi tujuan, fasilitas, peralatan, material yang tersedia; mempersiapkan penjelasan tujuan pokok organisasi; menentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat; membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan; menetapkan urutan tahap demi tahap; setiap tahap harus merupakan kerja yang nyata; menetapkan kecakapan dan keterampilan pegawai; harus disusun secara tepat; menggunakan simbol dan skema atau bagan yang tepat dan perlu di pakai buku pedoman terhadap efektivitas kerja pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Prinsip Prosedur Kerja(Sedarmayanti, 2006)





Aspek Efektivitas Kerja Pegawai(Steers dalam Jamin, 2000)
























Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut di atas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : 
1.	Secara simulan prosedur kerja besar pengaruhnya terhadap efektivitas kerja pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.






Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu  metode penelitian yang menggambarkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta dan data yang sedang berlangsung pada saat penelitian. Variabel penelitian yaitu menjelaskan batasan atau definisi dan alat analisisnya yang dikaji dalam penelitian secara terperinci yang terdiri dari variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. 
Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode deskriptif analisis dapat digunakan secara meluas dan mendalam terhadap obyek yang diteliti dengan pendekatan menyeluruh yang didasarkan pada sistemnya. Penggunaan metode semacam ini tidak hanya menggambarkan dan menjelaskan fakta empiris yang ditemui di lapangan tetapi juga melakukan analisis pengaruh baik secara parsial maupun secara simultan antara variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Desain penelitiannya menjabarkan berbagai variabel yang akan diteliti, kemudian membuat pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lainnya, sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitian, pemilihan teori, rumusan hipotesis, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis dan kesimpulan yang diharapkan”.

Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Operasional Variabel Penelitian 
Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dan pengertian teoritis variabel untuk dapat diamati dan diukur. Adapun definisi variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Prosedur Kerja sebagai variabel bebas (Variabel X) dan Efektivitas Kerja Pegawai sebagai variabel terikat (Variabel Y) adalah sebagai berikut :
1.	Prosedur kerja dimaksudkan sebagai rangkaian tata kerja yang berurutan, disesuaikan dengan sifat dan jenis pekerjaannnya sehingga menunjukan adanya suatu urutan tahap demi tahap tentang pelaksanaan kerja yang harus ditempuh oleh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung dalam rangka penyelesaian suatu bidang tugas khusus berkitan dengan SOP pencairan keuangan.















Operasional dari kedua variabel dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :
Tabel 3.2
Operasional Variabel Prosedur Kerja
Variabel	Prinsip	Indikator	Item
Prosedur Kerja(X)	Memperhatikan segi-segi tujuan, fasilitas, peralatan, material yang tersedia	Tujuan yang jelasFasilitas yang memadaiBiaya mencukupiWaktu yang tersedia	1234
	Mempersiapkan penjelasan tujuan pokok organisasi.	Adanya skema organisasi Klasifikasi jabatanAnalisis jabatanUnsur-unsur kegiatan	5678
	Menentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat	Pembuatan bagan prosedur Memilih bidang tugas 	910
	Membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan.	Adanya ketentuan waktu Adanya daftar tiap-tiap pekerjaan	1112
	Menetapkan urutan tahap demi tahap.	Terdapat saling hubungan yang erat Penetapan urutan tahap demi tahap	1314
	Setiap tahap harus merupakan kerja yang nyata.	Kerja yang nyataPelaksanaan tugas Penyelesaian tugas	151617
	Menetapkan kecakapan dan keterampilan pegawai.	Pekerjaan oleh pegawai yang tepatTenaga kerja yang diperlukan 	1819
	Harus disusun secara tepat.	Pelaksanaanya tidak kakuDisesuaikan dengan perkembangan teknologi	2021
	Menggunakan simbol dan skema   atau bagan yang tepat	Menggunakan tanda Adanya skema penyelesaian tugas	2223
	Perlu dipakai buku pedoman	Menerapkan prosedur kerja Adanya buku pedoman	2425













Operasional Variabel Efektivitas Kerja Pegawai
Variabel	Aspek	Indikator	Item
Efektivitas Kerja  Pegawai(Y)	Ketepatan Kualitas	Memenuhi standar kerjaTepat penggunaanSesuai jadwal kerja	262728
	Ketepatan Kuantitas	Sesuai lokasi kerjaSesuai volumeMemenuhi kebutuhan	293031
	Ketepatan Waktu	Sesuai prosedurSesuai targetSesuai permintaan	323334
Sumber : Steers dalam Jamin (2000).

Struktur Variabel X ke Y





Tabel di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.873 berarti bahwa 87.3% variabilitas efektivitas kerja pegawai dapat diterangkan oleh variabel bebas dalam hal ini prosedur kerja, yang juga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh prosedur kerja terhadap efektivitas kerja pegawai sebesar koefisien determinasi (R2 = 87.3%) atau 87.3%  ini juga dapat diartikan bahwa pengaruh variabel-variabel di luar model yaitu sebesar y = 1 – R2 = 0.127 (error). Besarnya koefisien jalur untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.31




Tabel tersebut menjelaskan nilai standaridized  cofficients atau koefisien jalur dari variabel prosedur kerja terhadap variabel kinerja, yaitu koefisien jalur dari X ke Y = 0.934.
Hasil pengolahan data dapat dibuat dalam bentuk diagram jalur dan persamaan struktural dengan menyertakan koefisien estimasi hasil pengolahan data, maka persamaan strukturalnya adalah : 
Y 	= 	 X + 
Y 	= 	0.934X + 

dimana :
X	=    Prosedur kerja
Y    = 	 Efektivitas kerja pegawai
     =      Epsilon 
Mengacu pada tabel koefisien korelasi multiple untuk struktur yang diuji menunjukkan nilai koefisien determinasi multipel dan seluruh variabel eksogenus yang diuji adalah sebesar R2 = 87.3%. Nilai determinasi multipel ini merupakan kuadrat dari nilai koefisien korelasi multipel R = 0.934. Nilai R2 ini menunjukkan bahwa derajat pengaruh prosedur kerja sangat erat jika dibandingkan dengan variabel lain yang tidak diteliti. 







Besarnya Pengaruh Variabel X ke Y

Besarnya nilai hubungan dan pengaruh dari variabel prosedur kerja terhadap produktivitaskerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

a.	Pengaruh Prosedur Kerja (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Y)
Berdasarkan hasil analisis uji kontribusi pengaruh, menunjukkan bahwa variabel prosedur kerja berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai adalah sebesar 0.873 atau 87.3%. Prosedur kerja yang terdiri dari memperhatikan segi-segi, tujuan, fasilitas, peralatan, material yang tersedia (X1), mempersiapkan penjelasan tujuan pokok organisasi (X2), menentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat (X3), membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan (X4), menetapkan urutan tahap demi tahap (X5), setiap tahap harus merupakan kerja yang nyata (X6) menetapkan kecakapan dan keterampilan pegawai (X7), harus disusun secara tepat (X8), menggunakan simbol dan skema atau bagan yang tepat (X9) dan perlu dipakai buku pedoman (X10) berpengaruh sangat kuat terhadap efektivitas kerja pegawai yang terdiri dari prinsip ketepatan kualitas, ketepatan waktu dan ketepatan waktu.
b.	Pengaruh Variabel Lain () terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Y)




Tabel di atas menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0.873, hal ini berarti bahwa 87.3% variabilitas variabel efektivitas kerja pegawai dapat diterangkan oleh variabel bebas dalam hal ini prinsip-prinsip prosedur kerja yaitu memperhatikan segi-segi, tujuan, fasilitas, peralatan, material yang tersedia (X1), mempersiapkan penjelasan tujuan pokok organisasi (X2), menentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat (X3), membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan (X4), menetapkan urutan tahap demi tahap (X5), setiap tahap harus merupakan kerja yang nyata (X6) menetapkan kecakapan dan keterampilan pegawai (X7), harus disusun secara tepat (X8), menggunakan simbol dan skema atau bagan yang tepat (X9) dan perlu dipakai buku pedoman (X10), yang juga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh bersama-sama antara prinsip-prinsip prosedur kerja yaitu memperhatikan segi-segi, tujuan, fasilitas, peralatan, material yang tersedia (X1), mempersiapkan penjelasan tujuan pokok organisasi (X2), menentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat (X3), membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan (X4), menetapkan urutan tahap demi tahap (X5), setiap tahap harus merupakan kerja yang nyata (X6) menetapkan kecakapan dan keterampilan pegawai (X7), harus disusun secara tepat (X8), menggunakan simbol dan skema atau bagan yang tepat (X9) dan perlu dipakai buku pedoman (X10) terhadap efektivitas kerja pegawai sebesar koefisien determinasi (R2 = 87.3%) atau ini juga dapat diartikan bahwa pengaruh variabel-variabel di luar model yaitu sebesar 1 – R2 = 0.127 (error). Besarnya nilai koefisien jalur dari masing-masing variabel terikat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.33
Nilai-nilai Standardized Coefficients 

Tabel di atas menjelaskan nilai  standaridized cofficients atau koefisien jalur dari masing-masing aspek dengan penjelasan sebagai berikut :
[1].	Koefisien pertama = 0.152, maknanya adalah bahwa prinsip memperhatikan segi-segi, tujuan, fasilitas, peralatan, material yang tersedia (X1) berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. 
[2].	Koefisien kedua =0.085, maknanya adalah bahwa mempersiapkan penjelasan tujuan pokok, skema, klasifikasi, jabatan, analisis jabatan dan unsur kegiatan (X2) berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. 
[3].	Koefisien ketiga =0.094, maknanya adalah bahwa menentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat  (X3) berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. 
[4].	Koefisien ke empat =0.438, maknanya adalah bahwa prinsip membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan (X4) berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. 
[5].	Koefisien ke lima =0.032, maknanya adalah bahwa prinsip menetapkan urutan tahap demi tahap (X5) berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. 
[6].	Koefisien ke enam =0.169, maknanya adalah bahwa prinsip setiap tahap harus merupakan kerja yang nyata (X6) berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. 
[7].	Koefisien ke tujuh =0.052, maknanya adalah bahwa menetapkan kecakapan dan keterampilan pegawai (X7) berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. 
[8].	Koefisien ke delapan =0.105, maknanya adalah bahwa prinsip harus disusun secara tepat (X8) berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. 
[9].	Koefisien ke sembilan =0.086, maknanya adalah bahwa prinsip menggunakan simbol dan skema atau bagan yang tepat (X9) berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. 
[10].	Koefisien ke sepuluh =0.053, maknanya adalah bahwa prinsip perlu dipakai buku pedoman (X10) berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. 
Hasil pengolahan data dapat dibuat dalam bentuk diagram jalur dan persamaan struktural dengan menyertakan koefisien estimasi hasil pengolahan data, maka persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut :
Y   = β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6+ β7 X7 + β8 X8 + β9 X9 + β10 X10    + 	
Y   = 0.152X1 + 0.085X2 + 0.094X3  + 0.438X4  + 0.032X5 + 0.169X6 + 0.052X7 + 0.105X8 + 0.086X9 + 0.053X10  + 
Dimana :
X1 	= 	Prinsip memperhatikan segi-segi, tujuan, fasilitas, peralatan, material yang tersedia
X 2	=	Prinsip mempersiapkan penjelasan tujuan pokok organisasi
X 3	=	Prinsip menentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat
X 4	=   Prinsip membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan
X5 	= 	Prinsip menetapkan urutan tahap demi tahap
X 6	=	Prinsip setiap tahun harus merupakan kerja yang nyata
X 7	=	Prinsip menetapkan kecakapan dan keterampilan pegawai
X8 	= 	Prinsip harus disusun secara tepat
X9	=	Prinsip menggunakan simbol dan skema atau bagan yang tepat
X10	=	Prinsip perlu dipakai buku pedoman 
Y    = 	Efektivitas kerja pegawai 
     =     Epsilon 
Mengacu pada tabel koefisien korelasi multipel untuk struktur yang diuji, nilai koefisien determinasi multipel dan seluruh variabel eksogenus yang diuji adalah sebesar R2 = 87.5%, nilai determinasi multipel ini merupakan kuadrat dari nilai koefisien korealsi multiple R = 0.934. nilai R2 ini menunjukkan bahwa derajat pengaruh memperhatikan segi-segi, tujuan, fasilitas, peralatan, material yang tersedia (X1), mempersiapkan penjelasan tujuan pokok organisasi (X2), menentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat (X3), membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan (X4), menetapkan urutan tahap demi tahap (X5), setiap tahap harus merupakan kerja yang nyata (X6) menetapkan kecakapan dan keterampilan pegawai (X7), harus disusun secara tepat (X8), menggunakan simbol dan skema atau bagan yang tepat (X9) dan perlu dipakai buku pedoman (X10) sangat erat jika dibandingkan dengan variabel lain yang tidak diteliti.  

6. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, maka peneliti selanjutnya melakukan pembahasan baik secara simultan maupun parsial. Untuk selanjutnya peneliti akan membahas secara simultan sebagai berikut :

Pembahasan Secara Simultan Pengaruh Prosedur Kerja terhadap Efektivitas Kerja Pegawai   
Berdasarkan hasil analisis uji kontribusi pengaruh, menunjukkan bahwa variabel prosedur kerja berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung adalah sebesar 0.873 atau 87.3%. Prosedur kerja yang terdiri dari memperhatikan segi-segi, tujuan, fasilitas, peralatan, material yang tersedia (X1), mempersiapkan penjelasan tujuan pokok organisasi (X2), menentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat (X3), membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan (X4), menetapkan urutan tahap demi tahap (X5), setiap tahap harus merupakan kerja yang nyata (X6) menetapkan kecakapan dan keterampilan pegawai (X7), harus disusun secara tepat (X8), menggunakan simbol dan skema atau bagan yang tepat (X9) dan perlu dipakai buku pedoman (X10) berpengaruh sangat kuat terhadap efektivitas kerja pegawai yang terdiri dari prinsip ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas dan ketepatan waktu.
	Hasil penelitian tersebut di atas menunjukan bahwa prosedur kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung berkaitan dengan mekanisme pencairan keuangan sangat dominan dan sangat menetukan terhadap efektivitas kerja pergawainya. Hal ini berarti secara operasional telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip prosedur kerja. Sementara dalam perspektif kelembagaan, prosedur kerja yang dilakukan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung telah diselaraskan dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung.
Beberapa indikasi yang menguatkan temuan tersebut antara lain dapat dicermati dari adanya tujuan dari prosedur secara jelas. Kecuali itu, skema, bagan, simbol, pedoman dan tahap-tahap prosedur kerja dalam pencairan keuangan atau dana yang akan dilakukan senantiasa mengancu pada ketentuan yang berlaku, yang dalam perspektif kelembagaan disebut dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Namun demikian, temuan di lapangan juga menggambarkan adanya sejumlah problem yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung dalam mewujudkan prosedur yang efektif dan efisien, antara lain Pertama, keterbatasan teknologi dan fasilitas kerja yang belum sepenuhnya mendukung terhadap kelancaran kerja, dan rendahnya kualitas sebagian aparatur pelaksana yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung.  
Berdasarkan hasil penelitian juga menemukan bahwa dalam konteks pencairan dana atau keuangan untuk masing-masing bidang dan seksi peneliti masih melihat bahwa para pegawai belum sepenuhnya mampu mengahasilkan kerja yang baik dan tentunya akan sangat mengganggu dalam proses pencairan dana untuk sejumlah kegiatan masing-masing bidang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung bahwa prosedur kerja  sudah dilaksanakan dan sangat menentukan terhadap efektivias kerja pegawai, artinya prosedur kerja berkaitan dengan pencairan keuangan memberikan konstribusi terhadap pelaksaan kerja yang dilakukan pegawainya..
Prinsip prosedur kerja menurut Sedarmayanti (1996:87-88) adalah tidak lain ” bahwa prosedur kerja ini merupakan rangkaian tata kerja yang berkaitan satu-sama lain sehingga menunjukkan adanya satu urutan tahap demi tahap pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penyelesaian tujuan secara efektif”. Efektivitas kerja ini dimaksudkan untuk mengukur hasil kerja dan pencapaian sasaran kerja yang dihasilkan organisasi. Oleh karena itu prosedur kerja di di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung merupakan salah satu hal yang paling dominan dalam mempengaruhi efektivitas kerja pegawai dalam penyelesaian pencairan keuangan, dan pelaksanaan kerja ini ditempuh dalam menyelesaikan tugasnya perlu diurut tahap demi tahap sesuai SOP yang ada. Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa prosedur kerja baik secara teoritis maupun empiris telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung. 

Pengaruh Variabel Lain () terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Y)    
Prosedur kerja yang terdiri dari prinsip memperhatikan segi-segi, tujuan, fasilitas, peralatan, material yang tersedia (X1), mempersiapkan penjelasan tujuan pokok organisasi (X2), menentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat (X3), membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan (X4), menetapkan urutan tahap demi tahap (X5), setiap tahap harus merupakan kerja yang nyata (X6) menetapkan kecakapan dan keterampilan pegawai (X7), harus disusun secara tepat (X8), menggunakan simbol dan skema atau bagan yang tepat (X9) dan perlu dipakai buku pedoman (X10) berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai sebesar 87.3%, sedangkan selebihnya yaitu sebesar 12.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.                                                                                                         

Pembahasan Secara Parsial Pengaruh Prosedur Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai 
	Berdasarkan hasil perhitungan analisis statistik diperoleh gambaran secara kuantitatif bentuk pengaruh antar variabel telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis penelitian yang mengatakan “Prosedur kerja besar pengaruhnya terhadap efektivitas kerja pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung” dapat diterima. Hal tersebut mencerminkan bahwa prosedur kerja telah memberikan implikasi secara empirik terhadap efektivitas kerja pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung. Untuk lebih jelasnya pembahasan secara parsial sebagai berikut  :
1.	Prinsip Memperhatikan Segi Tujuan, Fasilitas, Peralatan, Material, Biaya dan Waktu.
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa prinsip memperhatikan segi-segi, tujuan, fasilitas, peralatan, material yang tersedia berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung adalah sebesar 0.068 atau 6.8%. Prinsip memperhatikan segi-segi, tujuan, fasilitas, peralatan, material yang tersedia terdiri dari indikator tujuan yang jelas, fasilitas yang memadai, biaya mencukupi dan waktu yang tersedia sedangkan efektivitas kerja pegawai diwakili oleh ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas dan ketepatan waktu
	Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa prosedur kerja yang dilaksanakan secara organisatoris berkaitan dengan pencairan keuangan atau dana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung senantiasa berpedoman pada standar dan mekanisma yang jelas. Hal ini dipandang penting karena, adanya mekanaisme seperti ini dapat memberikan arahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun demikian, dari sisi fasilitas atau perlengkapan yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung tampaknya masih membutuhkan adanya penambahan dan peningkatan. Hal ini tercermin dari adanya tanggapan sebagian responden yang memandang  bahwa hal tersebut belum sepenuhnya mendukung terhadap kelancaran prosedur kerja yang dilaksanakan berkaitan dengan mekanisme pencairan dana, sehingga secara operasional dirasakan cukup mengganggu terhadap efektivitas kerja para pegawai. 
Informasi yang di dapat dari  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung bahwa terkait dengan adanya tujuan yang jelas dalam konteks pelaksanaan prosedur kerja dipandang sangat penting karena apapun kegiatan yang akan dilakukan sudah seharusnya memiliki tujuan yang jelas dengan berdasarkan kepada SOP yang berlaku. Oleh karena itu, penetapan tujuan yang jelas sesungguhnya merupakan prasyarat dalam melaksanakan suatu kegiatan, termasuk dalam menjalankan prosedur kerja. Ada beberapa keuntungan yang dapat diraih apabila suatu kegiatan disertai dengan SOP yang jelas, pertama, akan membantu para pegawai dalam mempercepat proses kegiatan, kedua, adanya tujuan yang jelas dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, ketiga, adanya tujuan yang jelas juga dapat membantu dalam mengevaluasi suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dan keempat, tujuan yang jelas dapat dijadikan barometer untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan.  
	Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menemukan bahwa kelancaran dalam proses pencairan dana atau keuangan ini didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana yang ada. Namun demikian pada sisi lain, sarana dan prasarana pun diakui belum sepenuhnya  dalam mendukung terhadap kelancaran kerja pegawai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini ditengarai salah satunya akibat perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian cepat, sementara kebutuhan peralatan kerja yang dimiliki di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung dalam menjawab percepatan tersebut sangat lambat untuk dipenuhi. 

2.	Prinsip Memperhatikan Penjelasan Tujuan Pokok, Skema, Klasifikasi jabatan, Analisis Jabatan dan Unsur Kegiatan 
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa prinsip mempersiapkan penjelasan, tujuan pokok, skema, klasifikasi jabatan, analisi jabatan dan unsur kegiatan berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung adalah sebesar 0.062 atau 6.2%. prinsip mempersiapkan penjelasan, tujuan poko, skema, klasifikasi jabatan, analisi jabatan dan unsur kegiatan terdiri dari indikator adanya skema organisasi, kalsifikasi jabatan, analisis jabatan, unsur-unsur kegiatan sedangkan efektivitas kerja pegawai diwakili oleh ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas dan ketepatan waktu. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa untuk memperlancar prosedur kerja bagi pegawai berkaitan dengan pencairan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung telah menguapayakan adanya skema organisasi  serta bagan prosedur kerja organisasi, sehingga setiap pekerjaan yang akan dilakukan jelas tahap-tahapnya. Hasil temuan ini diperkuat oleh tanggapan responden yang pada umumnya menyetujui terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti.
Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa untuk mendukung kejelasan prosedur kerja, pemimpin juga telah mengupayakan adanya berbagai ketentuan yang terkait dengan prosedur kerja tersebut, antara ketentuan  mengenai ketepatan waktu dalam setiap prosedur pekerjaan, diberlakukannya simbol atau tanda yang menunjukan langkah-langkah dalam setiap prosedur kerja, serta pembuatan pedoman prosedur kerja berkaitan dengan kelancaran dalam pencairan keuangan. Kemudian guna mendukung kelancaran prosedur kerja tersebut, pemimpin juga telah mengupayakan peningkatan kemampuan pegawai baik melalui kegiatan diklat, seminar, maupun kursus yang terkait dengan masalah tersebut.
	Hasil wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung diperoleh ketarangan bahwa dalam hal penerapan prosedur kerja  dalam pencairan keuangan diperlukan sejumlah persiapan, baik menyangkut hal-hal yang bersifat regulasi (aturan), administratif maupun teknis, termasuk di dalamnya mempersiapkan perangkat kerja guna mendukung kelancaran prosedur kerja. Secara umum hal-hal tersebut sebenarnya sudah disiapkan, namun secara kualitatif memang masih membutuhkan peningkatan. Tetapi secara kelembagaan, pihak Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan suatu standar tertentu guna menyeragamkan prosedur  kerja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau seksi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung.
             Peneliti mencermati dari apa yang dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan prosedur kerja oleh para pegawai berkaitan dengan mekanisme pencairan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung sesungguhnya telah memiliki ketetapan yang baku sesuai dengan SOP yang ada. Persoalannya tinggal bagaimana menterjemahkan ketentuan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, karena secara empirik tiap-tiap bidang dan seksi yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung memiliki karakteristik yang berbeda. Jangan sampai ketetapan prosedur yang telah dibuat tersebut justru menjadi penghambat dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawainya.
3.	Prinsip Menentukan Satu Pokok Bidang Tugas Yang Akan di Buat
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa prinsip menentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung adalah sebesar 0.023 atau 2.3%. prinsip menentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat terdiri dari indikator pembuatan bagan prosedur dan memilih bidang tugas sedangkan efektivitas kerja pegawai diwakili oleh ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas dan ketepatan waktu. 
Hasil perhitungan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa prosedur kerja berkaitan dengan prinsip menentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat khusus berkaitan dengan masalah pencauran dana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung cukup memberikan konstribusi yang baik dalam menunjang pencaian terhadap efektivitas kerjanya. Namun demikian dalam menentukan tugas pokok yang akan diberikan kepada pegawai senantiasa disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki pegawai. Hal tersebut tentunya agar pegawai dapat melaksaksanakan tugas dengan baik dan benar.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa pegawai dalam menentukan tugas bidang pokok dalam konteks prosedur kerja, artinya pegawai bekerja  dalam melaksanakan proses pencairankeuangan sudah sesuai denan prosedur atau mekanisme yang dilandasi SOP yang berlaku. Disamping itu pula pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung dapat memilih bidang tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing.  

4.	Prinsip Membuat Daftar Secara Detail Tentang Pekerjaan 
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa prinsip membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung adalah sebesar 0.376 atau 37.6%. prinsip membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan  terdiri dari indikator adanya ketentuan waktu dan adanya daftar tiap-tiap pekerjaan sedangkan efektivitas kerja pegawai diwakili oleh ketepatan kualitas, ketepatan waktu dan ketepatan waktu.
Berdasarkan hasil analisis statistik sebagaimana di jelaskan di atas, bahwa bahwa prinsip membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan dalam prosedur kerja di  lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung menunjukkan hasil yang sangat baik. Artinya prinsip membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan merupakan hal yang sangat dominan dan menentukan terutama berkaitan dengan prosedur pencairan keuangan. Untuk mencairan keuangan tentunya dibuat daftarnya secara rinci dan hal ini tidak lain untuk memudahkan dalam memproses pencairan dana untuk masing-masing bidang atau seksi dengan baik dan benar sesuai dengan SOP yang ada.
Temuan pada hasil penelitian di lapangan bahwa para pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung tentang membuat daftar secara detail tentang pekerjaannya berkaitan dengan pencairan keuangan sudah berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapai masih memerlukan peningkatan dalam pelaksanaanya. Hal ini artinya pegawai bekerja sesuai dengan ketentuan kerja pada organisasi tempat mereka bekerja dan memiliki daftar pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pegawai.
5.	Prinsip Menetapkan Urutan Tahap demi Tahap
    Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa prinsip menetapkan urutan tahap demi tahap berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung adalah sebesar 0.019 atau 1.9%. prinsip menetapkan urutan tahap demi tahap terdiri dari indikator terdapat saling hubungan yang erat dan penetapan urutan tahap demi tahap sedangkan efektivitas kerja pegawai diwakili oleh ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas dan ketepatan waktu.
Berdasarkan hasil analisis statistik sebagaimana di jelaskan tersebut di atas, bahwa  prinsip menetapkan urutan tahap demi tahap dalam prosedur kerja berkaitan dengan pencairan keuangan cukup memberikan pengaruh yang dominan. Artinya prinsip menetapkan urutan tahap demi tahap merupakan suatu keharusan dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Karena dengan menetapkan urutan tahap demi tahap, maka pencairan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung akan dapat memperlancar kerja yang dilakukan oleh pegawainya. Hal ini karena semua tugas dan fungsi yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mencapai tujuan.
Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa prinsip menetapkan urutan tahap demi tahap terdapat hubungan yang erat yang keseluruhannya menuju ke satu tujuan dalam prosedur kerja pegawai yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung. Adanya saling hubungan yang erat satu sama lain terutama dalam menyelesaikan tujuan atau tugas merupakan suatu keharusan di dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu dengan adanya program kerja yang diurut tahap demi tahap memudahkan terhadap pegawai dalam menyelesaikan tugasnya berkaitan dengan pencairan keuangan secara efektif dan efesien.
6.	Prinsip Setiap Tahap Harus Merupakan Kerja Yang Nyata
           Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa prinsip setiap tahap harus merupakan kerja yang nyata berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung adalah sebesar 0.124 atau 12.4%. prinsip setiap tahap harus merupakan kerja yang nyata terdiri dari indikator kerja yang nyata, pelaksanaan tugas dan penyelesaian tugas sedangkan efektivitas kerja pegawai diwakili oleh ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas dan ketepatan waktu.
            Peneliti dapat menjelaskan sebagaimana hasil perhitungan analisis statistik tersebut di atas, bahwa prinsip setiap tahap harus merupakan kerja yang nyata dalam konteks prosedur kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung,cukup dominan dan menentukan terhadap efektivitas kerja pegawai dalam menyelesaikan proses pencairan keuangan. Hal ini tentunya sudah tidak dapat di elakan lagi bahwa pelaksaan tugas dan penyelesain tugas merupakan kerja nyata dari pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.
Berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung, prinsip setiap tahap harus merupakan kerja yang nyata dalam konteks prosedur kerja tidak dapat di biarkan, artinya pegawai tidak boleh membiarkan dalam penyelesaian pekerjaan. Kondisi di lapangan terbukti bahwa pegawai lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung melaksanakan kerjanya yang lebih nyata dengan dibuktikan dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian tugasnya sesuai dengan tepat waktu dan hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuan organisasi.
7.	Prinsip Menetapkan Kecakapan dan Ketrampilan Para Pegawai
           Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa prinsip menetapkan kecakapan dan keterampilan pegawai berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung adalah sebesar 0.036 atau 3,6%. prinsip menetapkan kecakapan dan keterampilan pegawai terdiri dari indikator pekerjaan oleh pegawai yang tepat dan tenaga kerja yang diperlukan sedangkan efektivitas kerja pegawai diwakili oleh ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas dan ketepatan waktu.
           Analisis statistik sebagaimana di jelaskan tersebut di atas, peneliti dapat menjelaskan bahwa prinsip menetapkan kecakapan dan keterampilan dalam konteks prosedur kerja pada lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung, menunjukkan hasil yang cukup memberikan pengaruh dominan dan menentukan terhadap efektivitas kerja pegawai berkaitan dengan pencairan keuangan. Pemikiran peneliti terhadap hasil tersebut juga di dasarkan kepada bahwa pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung, dimana pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai sudah dilakukan sesuai dan sudah tepat termasuk tenaga kerja yang diperlukan memenuhi standar yang diperlukan.
          Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut bahwa prinsip menetapkan kecakapan dan ketrampilan para pegawai dalam konteks prosedur kerja pegawai lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung, sudah memahami dan sudah berjalan dalaksanakan sesuai dengan SOP berkaitan dengan pencairan keuangan di masing-masing bidang dan seksi. Hal ini terbukti bahwa pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung, dituntut untuk selalu dapat menyelesaikan pekerjaan secara berkualitas, berkuantitas dan tepat waktu.
8.	Prinsip Harus Disusun Secara Tepat
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa prinsip harus disusun secara tepat berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung adalah sebesar 0.081 atau 8.1%. prinsip harus disusun secara tepat terdiri dari indikator pelaksandisesuaikan dengan perkembangan teknologiaannya tidak kaku dan sedangkan efektivitas kerja pegawai diwakili oleh ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas dan ketepatan waktu.
Hasil tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa prinsip harus disusun secara tepat dalam konteks prosedur kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung, memberikan pengaruh yang cukup dominan dan menentukan terhadap efektivitas kerja pegawai dalam menyelesaikan proses pencairan keuangan. Artinya penyelesaian pencairan keuangan terlebih dahulu harus disusun secara tepat guna memudahkan dalam proses pencairan keuangan baik untuk masing-masing bidang maupun seksi di lingkungan Badan Perencaan Pembangunan Kota Bandung.
Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut prinsip harus disusun secara tepat dalam konteks prosedur kerja pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung pada umum nya dalam melaksanakan pekerjaan rutinnya sudah tidak kaku walaupun prosedur kerja yang ada sudah disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Mereka sangat memahami dan dapat menjalankan sesuai dengan tugas masing-masing.
9.	Prinsip Menggunakan Simbol dan Skema
          Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa prinsip menggunakan simbol dan skema atau bagan yang tepat berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung adalah sebesar 0.056 atau 5,6%. prinsip mengguankan simbol dan skema terdiri dari indikator menggunakan tanda dan adanya skema penyelesaian tugas sedangkan efektivitas kerja pegawai diwakili oleh ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas dan ketepatan waktu
         Hasil analisi tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa prinsip menggunakan simbol dan skema atau bagan yang tepat dalam konteks prosedur kerja memberikan pengaruh yang cukup dominan dan menentukan terhadap efektivitas kerja pegawai dalam menyelesai proses pencairan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung. Artinya menggunakan simbol dan skema atau bagan yang tepat oleh pegawai dalam bekerja dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Dalam skema dan bagan dapat memperjelas arah pegawai untuk mengerjakan suatu pekerjaan apalagi ditunjang dengan standar operasional prosedur yang jelas, maka pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung dalam menyelesaikan pencairan keuangan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan 
          Hasil temuan di lapangan berkaitan dengan menggunakan simbol dan skema dalam prosedur kerja oleh pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung, pegawai sudah memahaminya dengan baik. Artinya pegawai yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pekerjaaan menggunakan simbol-simbol dengan di bantu oleh skema rencana kerja. Oleh karena itu pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan untuk menyelsaikan pencairan dana atau keuangan sesuai dengan rencana yang ditetapkan organisasi.
10.	Prinsip Perlu di Pakai Buku Pedoman
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa prinsip perlu di pakai buku pedoman dalam kontesk prosedur kerja berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung adalah sebesar 0.028 atau 2.8%. Prinsip prosedur kerja dibutuhkan buku pedoman terdiri dari indikator menerapkan prosedur kerja dan adanya buku pedoman sedangkan efektivitas kerja pegawai diwakili oleh ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas dan ketepatan waktu
Hasil analisis sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, peneliti dapat menginterpretasikan bahwa prinsip perlu di pakai buku pedoman dalam konteks prosedur kerja memberikan pengaruh cukup menentukan dalam meiningkatkan efektivitas kerja pegawai berkaitan dengan pencairan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung. Artinya prosedur kerja dalam melaksanakan tugas pekerjaan dibutuhkan buku pedoman dengan tujuan agar pekerjaan betul-betul terarah dan sesuai dengan mekanisme dan petunjuk yang benar sesuai dengan yang ditentukan oleh organisasi.
Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan bahwa prinsip diperlukan buku pedoman dalm konteks prosedur kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung, pegawai sedah memahami dan melaksanakan dalam memproses pencairan keuangan walaupun secara umum belum menunjukkan hasil yang maksimal sehingga memengaruhi terhadap efektivitas kerjanya. Hal ini terbukti bahwa pegawai lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung dalam bekerja masih ada yang bekerja belum didasarkan pedoman yang berlaku sehingga hasil pekerjaanya belum efektif dan efesien.




Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan pembahasan sebagaimana di jelaskan pada Bab IV, maka peneliti  dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :
1.	Secara simultan prosedur kerja telah memberikan pengaruh sangat besar terhadap efektivitas kerja pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. Hal ini mengandung makna bahwa prosedur kerja berkaitan dengan standar operasional prosedur pencairan keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung sangat dominan dan menentukan terhadap efektivitas kerja. Hasil temuan penelitian menemukan juga bahwa variabel kinerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung  ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh variabel prosedur kerja semata, tetapi ada faktor atau variabel lain yang juga ikut mempengaruhi terhadap kinerja pegawai tersebut 
2.	Secara  parsial  prosedur  kerja  diukur  melalui  prinsip  memperhatikan segi-segi,tujuan, fasilitas, peralatan, material yang tersedia (X1), mempersiapkan penjelasan tujuan pokok organisasi (X2), menentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat (X3), membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan (X4), menetapkan urutan tahap demi tahap (X5), setiap tahap harus merupakan kerja yang nyata (X6) menetapkan kecakapan dan keterampilan pegawai (X7), harus disusun secara tepat (X8), menggunakan simbol dan skema atau bagan yang tepat (X9) dan perlu dipakai buku pedoman (X10) telah mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. Hal tersebut mengandung makna bahwa semua prinsip dari prosedur kerja berkaitan dengan standar operasional prosedur pencairan keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung sangat dominan dan menentukan terhadap efektivitas kerja. Adapun prinsip dari prosedur kerja yang besar pengaruhnya paling besar adalah adalah prinsip membuat daftar secara rinci/detail tentang pekerjaan, sedangkan yang paling kecil adalah prinsip menetapkan urutan tahap demi tahap. 

8. SARAN
Berdasarkan kesimpulan tentang pengaruh  prosedur kerja terhadap efektivitas kerja pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, peneliti kemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan kajian ilmu administrasi publik dan kebijakan publik, maupun rekomendasi bagi institusi dalam hal ini di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, antara lain :

Saran Akademik
Kajian tentang Prosedur Kerja dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai secara teoritik  sangat berhubungan dengan kajian ilmu administrasi publik dan kebijakan publik, oleh karena itu peneliti menyarankan agar para peneliti lain yang terkait dengan kajian tersebut untuk lebih banyak melakukan penelitian yang bersifat sustainable agar dapat memberikan kontribusi pemikiran, khususnya dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan .

Saran Praktis
1.	Mengingat prosedur kerja berkaitan dengan pelaksanaan standar operasional prosedur pencairan keuangan secara empirik memberikan pengaruh paling besar terhadap efektivitas kerja pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung seyogyanya dapat memberikan perhatian yang lebih optimal, sehingga diharapkan dapat mendorong terhadap peningkatan efektivitas kerja pegawa idalam pencairan keuangan  di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
2.	Berhubung prinsip menetapkan urutan tahap demi tahap dalam prosedur kerja kurang atau paling kecil pengaruhnya terhadap efektivitas kerja pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, maka disarankan perlu adanya saling hubungan yang erat satu sama lain dalam menyelesaikan tujuan atau tugas yang berkaitan dengan pencairan keuangan. Disamping itu dalam pencairan keuangan dapat diurut tahap demi tahap sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk memudahkan kepada pegawai dalam menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efesien. 

Saran Kebijakan
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Predictors: (Constant), x10, x3, x5, x1, x8, x2, x7, x6, x9,

x4
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